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; pewc;umumm ' PERATURAN PEMERI

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

(Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi R.!
Nomor 13 Tahun 2017, tanggal 24 Juli 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa untuk meningkatkan pencegahanterjadin-
ya tindak pidana korupsi di lingkungan Kemen-
terian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi melalui gratifikasi, perlu diatur
dengan pengendalian gratifikasi di lingkungan Ke-
menterian Desa, Pembangunan Daerah Terting-
gal, dan Transmigrasi;

pahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kement-
erian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1899 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah
dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 4150};

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara |

Hepuf)lik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambah-
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5051);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999
tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Ma-
syarakat dalam Penyelenggaraan Negara {Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No-
mor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

. tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 127);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 ten- -

tang Strategi Nasional Pencegahan dan Pember-
antasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-
2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 122);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara {Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Noemor 5598);
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9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 ten-

tang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 13);

| 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neg-
ara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona In-
tegritas Menuju ‘Wilayah Bebas dari Korirpsi dan
Wilayah Birokras{i Bersih Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2014 Nomor 1813);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

. Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kement-
erian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

| Menetapkan :

- PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAE-
RAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LING-
KUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Pasal 1
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkun-
gan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ter-
tinggal, dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini.

Pasal 2
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkun-
gan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terting-
gal, dan Transmigrasi dimaksudkan sebagai pedoman
untuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi
' melalui gratifikasi di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 3
Pelanggaran terhadap ketentuan pedoman ini
. akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya .dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2017
MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI -
REPUBLIK INDONESIA,
. ttd.
EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
- REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

SISTEMATIKA

BAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

B. Tujuan
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BAB Il GRATIFIKASI

A. Prinsip Dasar

B. Klasifikasi Gratifikasi

C. Gratifikasi Berdasarkan Permintaan

BAB Ill UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMEN-
TERIAN

A. Prinsip Dasar

B. Tugas UPG Kementerian

BAB IV MEKANISME DAN TINDAK LANJUT PELAPO-,

RAN GRATIFIKASI )
A. Prinsip Dasar Mekanisme Pelaporan Gratifikasi
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Mekanisme Tindak Lanjut Penanganan Laporan

Gratifikasi

Prosedur Tindak Lanjut Atas Pelaporan Gratifikasi

Yang Diterima UPG Kementerian

' BAB V SOSIALISASI DAN MONITORING

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan unsur
pelaksana pemerintahan berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Presiden Repub-
lik Indonesia, dalam menjalankan tugas dan fung-
sinya tidak dapat terlepas dari interaksi dengan
banyak pihak, baik pihak internal maupun pihak

H

eksternal, baik dalam hubungan pelaksanaan tu- |

gas maupun kerja sama.

Terkait dengan hubungan pelaksanaan tugas
maupun kerja sama, hal yang sering terjadi dan
tidak terhindarkan dalam kegiatan sehari-hari
adalah adanya pemberian gratifikasi dari satu
pihak kepada pihak lainnya. Pasal 12B ayat {1)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten-

tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi se-

bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah me-

nyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pega-
wai negeri atau penyelenggara negara dianggap
pembefian suap, apabila pemberian tersebut di-
lakukan karena berhubungan dengan jabatannya
dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas-
nya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ter-
tinggal, dan Transmigrasi menyadari pentingnya
pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanga-
nan gratifikasi yang melibatkan Aparatur Kemen-
_ terian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, meskipun dalam pelaksanaan
kegiatan, gratifikasi merupakan hal yang mungkin
sulit dihindari oleh Aparatur Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmi- |

grasi. Hal ini penting untuk dibudayakan di ling-

kurigan k menterian Desa, Pembangunan Daerah

Tertingge dan Transmigrasi sebagai suatu pros-

es bagi Aparatur yang mempunyai harkat, marta-
bat dan citra yang tinggi dalam hubungan kerja
dengan mitra dan para pemangku kepentingan.

Penanganan gratifikasi guna mencegah ter-
jadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Ke-
menterian Desa, Pembangunan Daérah Terting- |
gal, dan Transmigrasi dan mewujudkan good
governance dan clean government yang amanah, |
transparan dan akuntabel. -

Mengingat hal tersebut di atas dan dengan
memperhatikan perkembangan miodus gratifika-
si yang terjadi saat ini di fingkungan pengelola
negara, dipandang perlu untuk mengatur hal-hal
yang lebih rinci terkait dengan gratifikasi dan
tata cara atau mekanisme pelaporanfiya di ling-
kungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dalam bentuk Pedo-
man Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ke-
menterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal * |
dan Transmigrasi yang sesuai dengan ketentuan '
peratura'n perundang-undangan dan selaras den-
gan Pedoman Perilaku (Code of Conduct] serta
nilai-nilai yang berlaku di lingkungan Kementeri-
an Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.

Tujuan
Tujuan Pedoman Pengendalian ' Gratifikasi

adalah: ;

1. Sebagai pedoman bagi Aparatur Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi untuk memahami, mencegah,
dan menangani gratifikasi di lingkungan Ke-
menterian Desa, Pembangunan Daerah Ter-
tinggal, dan Transmigrasi.

2. Mémberikan arah dan acuan bagi Aparatur
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ter-
tinggal, dan Transmigrasi mengenai penting-
nya kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk
perlindungan dirinya maupun keluarganya dari
peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana
terkait gratifikasi.

3. Membentuk lingkungan organisasi yang sa-
dar dan terkendali dalam penanganan praktik
gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan
akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan se-
makin terimplementasi.

. 4, Mewujudkan Aparatur Kementerian Desa, |
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Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trans-
migrasi yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini adalah mengenai

hal-hal yang terkait dengan pengendalian grati-
fikasi, yaitu penolakan, penerimaan, pembarian,
klasifikasi, prinsip dasar, batasan penerimaan dan
pemberian gratifikasi, unit pengendalian gratifika-
si, parameter tindak lanjut penanganan laporan
gratifikasi, dan mekanisme pelaporan gratifikasi.

Pengertian

Dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi

yang dimaksud dengan:

1.

Aparatur Kementerian adalah pegawai negeri
sipil, penyelenggara negara, Aparatur pemer-

intah dengan perjanjian kerja dan Aparatur -

lain yang bekerja di lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas,
yaitu meliputi pemberianuang, barang, rabat/
diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasili-
tas lainnya, baik yang diterima di dalam neg-
eri maupun di luar negeri dan yang dilakukan
dengan menggunakan sarana elektronik atau
tanpa sarana elektronik.

Hadiah/Cinderamata adalah objek dari Grati-
fikasi dalam arti luas, yakni meliputi namun
tidak terbatas pada uang, barang, rabat/
diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasili-
tas lainnya.

Hiburan adalah objek dari Gratifikasi berupa
segala sesuatu yang berbentuk kata-kata,
tempat, benda, perilaku yang dapat men-
jadi penghibur dan menyenangkan bagi ses-
eorang, yang meliputi namun tidak terbatas
pada undangan makan, musik, film, opera,
drama, pesta, atau permainan, olahraga, dan
wisata.

Benda Gratifikasi adalah hadiah/cinderamata
dan hiburan,
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6.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

17,

Keluarga inti adalah orang, baik suami atau
istri dan anak-anak maupun orang yang me-
miliki hubungan kekerabatan dengan Apara-
tur Kementerian.

Atasan langsung adalah pimpinan langsung
dari Aparatur Kementerian.

Waijib lapor gratifikasi adalah Aparatur ke-
menterian dan penyelenggara negara di ling-
kungan kementerian - yang menerima dan/
atau menolak Gratifikasi. -

Mitra kerja adalah unit kerja di lingkungan
kementerian yang bersinergi dalam melak-
sanakan tugas.

Pihak ketiga adalah perseorangan, perusa-
haan, maupun instansi lain yang menjalin
kerja sama dengan Kementerian.

Pemberi adalah Aparatur kementerian, mitra
kerja, dan/atau pihak ketiga yang memberi-
kan gratifikasi.

Penerima adalah Aparatur Kementerian yang
menerima gratifikasi.

Suap adalah pemberian sesuatu kepada
Aparatur kementerian atau penyelenggara
negara di lingkungan kementerian yang ber-
hubungan dengan jabatan dan yang berlawa-
nan dengan kewajiban atau tugas Aparatur
kementerian atau penyelenggara negara di
lingkungan kementerian yang bersangkutan.
Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian
yang untuk selanjutnya disebut UPG Kemen-
terian adalah unit yang bertugas dan mem-
punyai tanggung jawab dalam implementasi
pengendalian gratifikasi di lingkungan Ke-
menterian.

Register gratifikasi, adalah register data
vang dikelola oleh UPG Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait
dengan pelaporan gratifikasi,

. Komisi Pemberantasan Korupsi yang untuk

selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimak-
sud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korup-
si.

Inspektorat Jenderal adalah unsur penga-
wasan yang dipimpin oleh Inspektur Jender-
al Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan TransmigrasiJ
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18.

19.

1

Kementerian adalah kementerian yang meny-
elenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pembangunan desa dan kawasan perdesaan,
pemberdayaan masyarakat desa, percepatan
pembangunan daerah tertinggal, dan trans-
migrasi. i

Menteri adalah menteri yang menyelengga-

rakan urusan pemerintahan di bidang pem- I

bangunan desa dan kawasan perdesaan,

pemberdayaan masyarakat desa, percepatan |
pembangunan daerah tertinggal, dan trans-

migrasi.

BAB il
GRATIFIKASI

A. Prinsip Dasar

Penolakan Gratifikasi

Aparatur Kementerian dan penyeleng- '

gara negara di lingkungan Kementerian wajib
menolak apabila ditawarkan dan/atau diberi-
kan gratifikasi, secara sopan dan santun serta
melaporkannya kepada UPG Kementerian.
Penerimaan Gratifikasi

Aparatur Kementerian dan penyeleng-
gara negara di lingkungan Kementerian di-

larang menerima gratifikasi dari mitra kerja

dan/atau pihak ketiga baik atas inisiatif send-
iri maupun orang lain, baik secara langsung
maupun tidak langsung.
Pemberian Gratifikasi

Aparatur Kementerian dan penyeleng-

gara negara di lingkungan Kementerian dila-

rang memberi gratifikasi kepada mitra kerja

dan/atau pihak ketiga, baik secara langsung

maupun tidak langsung.

Pemberian Gratifikasi atas Permintaan
Aparatur Kementerian dan penyeleng-

gara negara di lingkungan Kementerian dila-
rang memberi gratifikasi kepada mitra kerja |
dan/atau pihak ketiga, baik secara langsung |

maupun tidak langsung, yang dilakukan kare-
na adanya permintaan dari mitra kerja dan/
atau pihak ketiga tersebut.
Pelaporan Gratifikasi

Aparatur
elengpara negara di lingkungan Kementerian
wajib membuat laporan atas penalakan, pe-
nerimaqn, dan pemberian gratifikasi dengan

Kementerian dan peny- |

mengisi formulir Gratifikasi dan menyerahkan-
nya kepada UPG Kementerian dan/atau KPK.

. Prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada

angka 1 sampai dengan 5 berlaku juga untuk
keluarga inti dari Aparatur Kementerian dan
penyelenggara negara di lingkungan kement-
erian. :

B. Klasifikasi Gratifikasi
1. Gratifikasi yang dianggap Suap

a. Gratifikasi kepada Aparatur Kementerian

atau penyelenggara negara di lingkungan |
Kementerian yang berhubungan dengan |

jabatan dan yang berlawanan dengan ke-

wajiban atau tugas Aparatur Kementerian

atau penyelenggara negara di lingkungan

Kementerian.

b. Contoh Gratifikasi yang dianggap Suap:

1) Uang dan/atau setara uang, dalam hal
ini termasuk tapi tidak terbatas pada
voucher dan cek, yang diberikan kepa-
da Aparatur Kementerian dan penye-
lenggara negara di lingkungan Kement-
ertan sebagai ucapan terima kasih dari

~Aparatur Kementerian dan penyeleng-
gara negara di lingkungan Kementerian
lainnya, mitra kerja dan/atau pihak ke-
tiga, terkait dengan proses pengadaan
barang dan jasa danfatau sehubungan
dengan telah terpilihnya atau telah
selesainya suatu pekerjaan dan/atau
kegiatan lainnya dalam rangka pelak-
sanaan tugas dan jabatan Aparatur Ke-
menterian yang bersangkutan;

2) Pemberian dalam bentuk uang dan/
atau setara uang, barang, fasilitas, dan/
atau akomodasi, sebagai tanda terima
kasih, yang diterima Aparatur Kemen-
terian dan penyelenggara negara di
lingkungan kementerian dari Aparatur
Kementerian dan penyelenggara nega-
ra di lingkungan Kementerian lainnya,

mitra kerja dan/atau pihak ketiga ter- |
kait dengan proses pemeriksaan pe- |

kerjaan dan/atau proses persetujuan/
pemantauan/ pengawasan atas peker-
jaan mitra kerja dan/atau pihak ketiga
tersebut;
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3)

4)

B)

6)

7)

8)

Pemberian dalam bentuk uang dan/
atau setara uang, barang, fasilitas atau
akomadasi yang diterima Aparatur Ke-
menterian dan penyelenggara negara di
lingkungan kementerian dari Aparatur
Kementerian dan pelenggara negara di
lingkungan Kementerian ainnya, mitra

" kerja dan/atau pihak ketiga, termasuk

tapi tidak terbatas dari notaris, peru-
sahaan asuransi, bank, biro perjalanan,
maskapai penerbangan, dan/atau peru-
sahaan/kantor konsultan lainnya atas
kerja sama/perjanjian kerja sama yang
sedang berlangsung;

Pemberian dalam bentuk apapun dari
Aparatur Kementerian dan penyeleng-
gara negara di lingkungan Kementeri-
an, mitra kerja dan/atau pihak ketiga
sehubungan dengan kenaikan pangkat
dan/atau jabatan baru Aparatur Ke-
menterian dan penyelenggara negara
di lingkungan Kementerian lainnya
yang lazimnya dilakukan sebagai tanda
perkenalan;

Pinjaman dari bank atau lembaga
keuangan lainnya yang diterima kare-
na hubungan pribadi, jabatan dan ke-
wenangan dari Aparaiur Kementerian
dan penyelenggara negara di lingkun-
gan Kementerian yang bersangkutan
dan tidak berlaku bagi masyarakat
umum;

Kesempatan atau keuntungan terma-
suk jumlah/prosentase bunga khusus
atau diskon komersial yang diterima
Aparatur Kementerian dan penyeleng-
gara negara di lingkungan Kementerian
karena hubungan pribadi atau jabatan
dan tidak berlaku bagi masyarakat
umum;

Makanan, minuman dan hiburan yang
diberikan secara khusus, dikarenakan
jabatan atau kewenangan Aparatur Ke-
menterian dan penyelenggara negara di
lingkungan Kementerian yang bersang-
kutan, yang dilakukan di luar dan tidak
berhubungan dengan tugas kedinasan;
Keuntungan dari undian, program, atau

Business News PI225.8-2017

_ PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

9)

kontes yang dilakukan secara tidak ter-
buka dan tidak fair;

Pemberian fasilitas transportasi, ako-
modasi, uang dan/atau setara uang se-
hubungan dengan pelaksanaan tugas
dan kewajiban Aparatur Kementerian
dan penyelenggara negara di lingkun-
gan Kementerian yang bersangkutan di
unit mitra kerja dan/atau perusahaan
pihak ketiga, yang dilakukan berdasar-
kan pada penunjukan langsung dan/
atau undangan dari pihak ketiga terse-
but;

10) Pemberian hiburan, = paket wisata,

11} Jamuan makan, akomodasi ddn fasili- |

voucher, yang dilakukan terkait den-
gan pelaksanaan tugas dan kewajiban
Aparatur Kementerian dan penyeleng-
gara negara di lingkungan Kementerian
di unit kerja mitra dan/atau perusahaan
pihak ketiga, yang tidak relevan atau ti-
dak ada hubungannya dengan maksud
penugasan Aparatur Kementerian dan

penyelenggara negara di lingkungan |

Kementerian yang bersangkutan;

tas lainnya vang diberikan kepada
Aparatur Kementerian dan penyeleng-
gara negara di lingkungan Kementerian
oleh Aparatur Kementerian dan penye-
lenggara negara di lingkungan Kemen-
terian lainnya, mitra kerja dan/atau pi-
hak ketiga pada saat melakukan check
on the spet dan/atau factory visit un-

tuk proses pemeriksaan/analisis kelay-

akan hasil kerja dan/atau pemeriksaan
lainnya oleh tim yang ditugaskan oleh
Kementerian;

12) Akomodasi, fasilitas, perlengkapan,

dan/atau voucher termasuk dan na-
mun tidak terbatas pada tiket pesawat,
voucher hotel, olahraga golf, tenis la-
pangan, voucher hiburan yang diberi-
kan kepada Aparatur Kementerian dan
penyelenggara negara di lingkungan
Kementerian dalam pelaksanaan tugas
dan kewajiban Aparatur Kementerian
dan penvyelenggara negara di lingkun-

gan Kementerian yang bersangkutan di |




PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

mitra kerja dan/atau perusahaan pihak
ketiga yang tidak relevan/tidak ber-
hubungan dengan maksud penugasan-
nya;

13) Pemberian fasilitas biaya pengobatan

gratis oleh mitra kerja dan/atau pihak .
ketiga pada saat Aparatur Kementerian

dan penyelenggaranegara di lingkun-
gan Kementerian yang bersangkutan
berobat ke salah satu rumah sakit yang

dilakukan pada saat pelaksanaan tugas |

dan kewajiban penugasannya;

14) Pemberian kepada Aparatur Kemen- |

terian dan penyelenggara negara di
lingkungan Kementerian sehubungan
dengan suatu perayaan, suka cita atau
duka cita, termasuk namun tidak ter-
batas pada perayaan ulang tahun, per-

nikahan, kelulusan, dan musibah dari |

Aparatur Kementérian dan penyeleng-

gara negara di lingkungan Kement-
erian lainnya, mitra kerja dan/atau pi- |

hak ketiga yang nilainya lebih dari Rp.

1.000.000,00 {satu juta rupiah), ke-
. cuali ditentukan lain dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan;

15} Pemberian fasilitas berupa jasa boga/
catering dari Aparatur Kementerian dan
penyelenggara negara di lingkungan
Kementerian lainnya, mitra kerja dan/

atau pihak ketiga pada saat Aparatur
Kementerian dan penyelenggara neg- :
ara di lingkungan Kementerian yang
bersangkutan menggelar perayaan |

termasuk namun tidak terbatas pada

perayaan pernikahan, ulang tahun dan |

kelulusan;

16) Pemberian fasilitas perjalanan wisata
kepada Aparatur Kementerian dan pe-
nyelenggara negara di lingkungan Ke-
menterian dari Aparatur Kementerian
dan penyelenggara negara di lingkun-
gan Kementerian lainnya, mitra kerja
dan/atau pihak ketiga;

17) Potongan harga khusus (diskon) pada

saat Aparatur Kementerian dan penye-
lenggara negara di lingkungan Kement-
erian membeli barang dari pihak ketiga; |

dan/atau

~ 18) Pemberian bingkisan dalam bentuk

apapun kepada Aparatur Kementerian
dan penyelenggara negara di lingkun- |
gan Kementerian dari Aparatur Ke-
menterian dan penyelenggara negara
di lingkungan Kementerian lainnya,
mitra kerja dan/atau pihak ketiga se-
hubungan dengan perayaan hari raya |
keagamaan.

c. Perlakuan:

Setiap gratifikasi yang dianggap suap wa-
jib ditolak dan dilaporkan, kecuali jika situ-
asi pada saat itu tidak memungkinkan bagi
Aparatur Kementerian dan penyelenggara
negara di lingkungan Kementerian yang

‘bersangkutan untuk menolaknya, maka

perlakuannya dapat diterima dan wajib
dilaporkan. Yang termasuk dalam situasi
yang tidak memungkinkan untuk menolak |
adalah jika Aparatur Kementerian dan pe- |
nyelenggara negara di lingkungan Kement-
erian yang bersangkutan tidak mengetahui |
pelaksanaan pemberian, waktu, dan lokasi
diberikannya Gratifikasi, atau tidak men-
getahui identitas dan/atau alamat pemberi
Gratifikasi.

Semua ketentuan mengenai Gratifikasi
yvang dianggap suap berlaku secara muta-
tis mutandis terhadap Keluarga Inti Apara-
tur Kementerian.

2. Gratifikasi dalam kedinasan
a. Hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara

kegiatan yang diberikan kepada wakil-
wakil resmi suatu instansi dalam suatu ke-
giatan tertentu, sebagai penghargaan atau |
kontribusinya dalam kegiatan tersebut.

. Contoh Gratifikasi dalam Kedinasan:

1) ftasilitas dalam bentuk apapun, terma-
suk tapi tidak terbatas pada jamuan
makan, transportasi, dan akomodasi
baik dalam bentuk uang dan/atau seta- |
ra uang, yang diberikan untuk menun-
jang pelaksanaan tugas dari Aparatur
Kementerian dan penyelenggara neg-
ara di lingkungan Kementerian di mi-
tra kerja dan/atau pihak ketiga dimana
Aparatur Kementerian dan penyeleng-
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_ | PENGUMUMAN / PERATURAN PEME
gara negara di lingkungan Kement- uang yang nilainya tidak melebihi Rp.
erian yang bersangkutan ditugaskan 1.000.000,00 (satu juta rupiah} dan
berdasarkan penugasan resmi dari unit bukan termasuk dalam kategori gratifi-
kerjanya; : kasi yang dianggap suap.

2) setiap pemberian dalam bentuk apa- ‘c.. Perlakuan:
pun yang diterima sebagai hadiah/re- ~ Setiap pemberian gratifikasi dalam kedina-
ward pada kegiatan kontes/kompetisi san dapat diterima dan waijib dilaporkan. |
terbuka yang dilakukan dalam tugas Semua ketentuan mengenai Gratifikasi
kedinasan; : - dalam kedinasan berlaku secara mutatis

3} disKon dan/atau fasilitas yang berlaku mutandis terhadap Keluarga Inti Aparatur
khusus bagi Aparatur Kementerian dan Kementerian.
penyelenggara negara di lingkungan 3. Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan tidak
Kementerian yang diberikan oleh badan berhubungan dengan kedinasan yang tidak

I usaha seperti rumah makan, hotel, jasa perlu dilaporkan

| transportasi dalam rangka pelaksanaan a. pemberian yang diterima oleh Aparatur
tugas kedinasan yang dinikmati oleh Kementerian dan penyelenggara negara di
Aparatur Kementerian dan penyeleng- lingkungan Kementerian berdasarkan per-
gara negara di lingkungan Kementerian janjian yang sah atau yang tidak terkait
yang bersangkutan; dengan kedinasan atau karenaAparatur

4) makanan dan minuman, baik yang di- Kementerian dan penyelenggara negara di
berikan maupun yang diterima, yang lingkungan Kementerian yang bersangku- |
berasal dari sesama Aparatur Kemen- tarf meraih prestasi tertentu;
terian dan penyelenggara negara di . contoh Pemberian yang Merupakan Grati-
lingkungan Kementerian dalam pelak- fikasi yang tidak dianggap suap dan tidak |
sanaan tugas kedinasan yang menurut berhubungan dengan kedinasan yang tidak
pemikiran logika pada umumnya bersi- perlu dilaporkan:
fat tidak wajar dan/atau berlebihan; 1) Gaji dan-pendapatan sah lainnya yang

5) uang dan/atau setara uang dalam hal diterima Aparatur Kementerian dan pe-

" ini termasuk tapi tidak terbatas pada nyelenggara Kementerian dari Kement-
cek atau voucher, yang diberikan oleh erian: ,
Aparatur Kementerian dan penyeleng- 2) Plakat, vandal, goodyback/gimmick
gara negara di lingkungan Kementerian dari panitia seminar, lokakarya, pela-
lainnya, mitra kerfa, dan/atau pihak tihan, dimana keikutsertaan Aparatur
ketiga kepada Aparatur Kementerian Kementerian dan penyelenggara neg-
dan penyelenggara negara di fingkun- ara di lingkungan Kementerian yang
gan Kementerian karena telah menjadi bersangkutan dalam kegiatan tersebut
‘pemateri pada salah satu acara dalam didasarkan pada penugasan resmi dari
pelaksanaan tugas kedinasan; unit kerjanya;

6) uang dan/atau setara uang sebagai 3) Jamuan makan, akomodasi dan fasili-
pengganti biaya transportasi yang di- tas lainnya yang diterima Aparatur Ke-
berikan oleh Aparatur Kementerian dan menterian dan penyelenggara negara
penyelenggara negara di lingkungan di lingkungan Kementerian dari Apara-
Kementerian lainnya, mitra kerja, dan/ tur Kementerian dan penyelenggara
atau pihak ketiga kepada Aparatur Ke-. negara di lingkungan Kementerian lain-
menterian dan penyelenggaranegara di nya mitra kerja dan/atau pihak ketiga
lingkungan Kementerian dalam pelak- pada saat melakukan kegiatan kedina-
sanaan tugas kedinasan; dan/atau san seperti seminar, kongres, simpo-

7) bukan vang dan/atau bukan setara. sium dan rapat kerja;
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4}

5)

6)

7)

8)

9)

Hadiah langsung/undian, diskon/rabat,
voucher, point rewards, atau scuvenir
yang berlaku secara umum dan tidak
terkait dengan kedinasan;
Penghargaan vang dipercieh karena
prestasi akademis atau non akademis
(kejuaraan/perlombaan/kompetisi} den-
gan biaya sendiri dan tidak terkait den-
gan kedinasan;

Keuntungan/bunga dari penempatan
dana, investasi atau kepemilikan sa-
ham pribadi yang berlaku secara umum
dan tidak terkait dengan kedinasan;
Kompensasi atas profesi di luar kedi-
nasan yang tidak terkait dengan tugas
dan fungsi dari Aparatur Kementerian
dan penyelenggara negara ‘di ling-
kungan Kementerian, tidak melang-
gar konflik kepentingan dan kode etik
Aparatur, dan dengan izin tertulis dari
Atasan Langsung; .

Pemberian yang diperaleh dari hubun- |

gan keluarga sedarah dalam garis ke-
turunan lurus dua derajat atau dalam
garis keturunan ke samping satu dera-
jat sepanjang tidak mempunyai konflik
kepentingan dengan penerima gratifi-
kasi;

Pemberian yang diperoleh dari hubun-

gan keluarga semenda dalam garis ke-

turunan lurus satu derajat atau dalam
garis keturunan ke samping satu dera-
jat sepanjang tidak mempunyai konflik
kepentingan dengan penerima gratifi-
kasi; '

10) Pemberian yang diperoleh dari pihak

yang mempunyai hubungan keluarga
sebagaimana pada angka 8) dan ang-
ka 9) terkait dengan musibah atau
bencana, hadiah perkawinan, khita-
nan anak, ulang tahun, kegiatan ke-
agamaan/adat/tradisi dan bukan dari
pihak-pihak yang mempunyai konflik
kepentingan dengan penerima gratifi-
kasi; dan/atau

11) Pemberian yang diperoleh dari pihak

lain terkait dengan suka cita atau duka
cita, termasuk namun tidak terbatas

pada musibah atau bencana, hadiah
perkawinan, khitanan anak, ulang ta-
hun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi
dan bukan dari pihak-pihak yang mem-
punyai konflik kepentingan dengan
Aparatur Kementerian dan penyeleng- |
gara negara di lingkungan Kementerian
serta tidak lebih dari Rp1.000.000,00 |
{satu juta rupiah).
¢. Perlakuan:
Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan
tidak berhubungan dengan kedinasan yang
tidak perlu dilaporkan dapat diterima dan
dinikmati tanpa dilaporkan.
Semua ketentuan mengenai Gratifikasi
yang tidak dianggap suap dan tidak ber-
hubungan dengan kedinasan yang tidak !
perlu dilaporkan berlaku secara mutatis |
mutandis terhadap Keluarga Inti Aparatur
Kementerian.

-

C. Gratifikasi Berdasarkan Permintaan

1.

Setiap Aparatur Kementerian apabila diminta
untuk memberikan hadiah/cinderamata dan/
atau hiburan menolak secara sopan dan san-
tun dengan memberikan penjelasan mengenai |
kebijakan dan aturan Gratifikasi yang berlaku
di Kementerian kepada peminta tersebut. |
Pemberian penjelasan tersebut dapat disam- |
paikan dengan bantuan dari UPG Kementerian
vang sekaligus juga merupakan salah satu '
bentuk sosialisasi atas kebijakan gratifikasi |
tersebut.

Apabila permintaan dimaksud mengarah pada
pemerasan dan/atau pemaksaan yang dapat
mempengaruhi kelancaran operasional keg- |
iatan, Aparatur Kementerian khususnya Wa- |
jib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan wajib |
segera melaporkannya kepada Atasan Lang-

‘sung dan mengisi formulir gratifikasi dan me-

nyerahkannya kepada UPG Kementerian.
Atasan Langsung Aparatur Kementerian yang |
bersangkutan agar segera mengkoordinasi- :
kan permasalahan tersebut dengan Pimpinan ;
Tertinggi setempat untuk mendapatkan kepu- |
tusan mengenai tindakan yang akan diambil
untuk menindaklanjuti permintaan tersebut.
Apabila menghadapi keraguan dalam pen-
gambilan keputusan, maka Pimpinan Terting-
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gi setempat melaporkan hal tersebut kepada
pimpinan yang lebih tinggi diatasnya dengan
tembusan kepada Inspektur Jenderal.

BAB I
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN
A. Prinsip Dasar
Pada prinsipnya pengendalian atas penolakan,
penerimaan, dan/atau pemberian Gratifikasi di-
lakukan oleh UPG Kementerian selaku mitra
dari KPK. Inspektur Jenderal atas nama Menteri
melaksanakan pengendalian Gratifikasi di ling-
kungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.
Dalam melaksanakan pengendalian Gratifika-
si, Inspektur Jendsral atas nama Menteri mem-
bentuk UPG

B. Struktur Organisasi UPG Kementerian
| Struktur Organisasi UPG Kementerian bersifat |

adhoc yang ditetapkan oleh Menteri,

| C. Tugas UPG Kementerian

1. Menytapkan perangkat kerja dan fasilitas ter-
kait pengendalian praktik Gratifikasi, mulai
dari penérimaan laporan Gratifikasi sampai
dengan pengiriman Surat Keputusan Pimpinan
KPK kepada penerima dan/atau pelapor serta
penyimpanan bukti penyetoran uang yang

diterima dari Gratifikasi apabila diputuskan

oleh KPK menjadi milik Negara. )

2. Mendiseminasikan/mensosialisasikan  kebi-
jakan Kementerian terkait dengan Gratifikasi
kepada Aparatur Kementerian dan penyeleng-
gara negara di lingkungan Kementerian, mitra
kerja, pihak ketiga, para pemangku kepentin-
gan, dan masyarakat pada umumnya.

Menyediakan formulir laporan Gratifikasi.

4. Menerima laporan Gratifikasi, melakukan pe-

" milahan kategori Gratifikasi, dan pemrosesan
laporan Gratifikasi dalam kedinasan dan Grati-
fikasi yang tidak dianggap suap dan tidak ber-
hubungan dengan kedinasan dari Waijib Lapor
Gratifikasi.

5. Melakukan evaluasi bersama-sama KPK atas
efektivitas dari kebijakan terkait Gratifikasi
dan pengendaliannya di lingkungan Kement-
erian.

&

6. Memberikan informasi dan data - terkait

perkembangan sistem pengendalian Gratifika-
si kepada pimpinan Kementerian yang dapat
digunakan sebagai salah satu management
tools.

Menindaklanjuti laporan dugaan praktik Grati-.

fikasi yang berasal dan/atau bersumber dari
wistleblowing system, instansi yang ber-
wenang, dan/atau informasi yang diperoleh
dari masyarakat.

BAB IV
MEKANISME DAN TINDAK LANJUT
PELAPORAN GRATIFIKASI

A. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

t.

Laporan Gratifikasi

Setiap Wajib Lapor Gratifikasi wajib menyam-
paikan laporan dalam hal:

a. telah menolak suatu pemberian gratifikasi;
b. telah menerima gratifikasi; dan/atau

c. telah memberikan gratifikasi.

Gratifikasi waijib dilaporkan kepada UPG Ke-
rhenterian paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja sejak terjadinya peristiwa Gratifikasi

“tersebut.

Laporan  Gratifikasi  sekurang-kurangnya

memuat:

a. identitas pelapor, terdiri dari nama dan al-
amat lengkap, jabatan, unit kerja, alamat
email dan/atau nomor telepon;

b. bentuk dan jenis praktik Gratifikasi yang
telah dilakukan, yaitu penolakan, peneri-
maan, pemberian dan/atau pemberian atas
permintaan;

c. spesifikasi wujud dari benda gratifikasi,
contohnya uang, tiket perjalanan, dan seb-
againya; :

d. waktu dan/atau rentang waktu dan lokasi
dilakukannya praktik Gratifikasi;

e. nama pihak/lembaga pemberi, penerima
atau peminta Gratifikasi;

f. nilai/perkiraan nilai materi dari benda Grati-
fikasi; dan

g. dokumen kelengkapan pendukung lainnya.

. Media Pelaporan Gratifikasi

Pelaporan gratifikasi disampaikan dengan
menggunakan formulir penolakan, peneri-
maan, pemberian dan/atau permintaan gratifi-
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kasi yang telah disiapkan oleh UPG Kemente-
rian. Formulir Gratifikasi disampaikan kepada:
UPG Kementerian.

. Tindak lanjut Gratifikasi berdasarkan Bentuk

dan Jenis Gratifikasi

a. benda Gratifikasi yang diterima waijib di-
simpan oleh Waijib Lapor gratifikasi sam-
pai ditetapkannya status benda gratifikasi
tersebut oleh KPK; 1

b. apabila benda gratifikasi yang diterima

dalam bentuk makanan/minuman yang si-

fatnya mudah rusak maka benda gratifikasi
tersebut dapat diserahkan ke lembaga so-
sial atau pihak yang lebih membutuhkan;
dan

c. dokumentasi atas poin a dan b dilampirkan
dalam dokumen pelaporan Gratifikasi.

. Klarifikasi Pelaporan

a. daiam hal diperlukan, Pelapor wajib me-
menuhi permintaan klarifikasi UPG Kemen-
terian dan/atau KPK jika menurut pertim-
bangan UPG Kementerian dan/atau KPK
diperlukan informasi lebih lanjut terkait
praktik peristiwa gratifikasi yang- telah di-
laporkannya: : R

b. UPG Kementerian meneruskan surat kepu-
tusan KPK mengenai kepemilikan .benda
gratifikasi sesuai dengan kewenangannya,
dan pelapor diwajibkan patuh terhadap
keputusan tersebut; dan ’

c. pelapor yang telah menyampaikan laporan
gratifikasi sesuai ketentuan berdasarkan
pedoman ini tidak dikenakan ancaman tin-

dak pidana sebagaimana telah diatur dalam |
Pasal 12C Undangundang Nomor 31 Ta- |

hun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun
2001.

. Mekanisme Tindak Lanjut Penanganan Lapo-

ran Gratifikasi

Dalam menentukan tindak lanjut perlu
atau tidaknya suatu laporan Gratifikasi ditin-
daklanjuti dan apakah perlu ditindaklanjuti
oleh KPK atau cukup ditindaklanjuti oleh Ke-
menterian, UPG Kementerian menggunakan

checl st review dalam Formulir 5 dan Formu- .

lir 6 u tuk menyeleksi apakah benda gratifka-

si tersebut memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

a. terkait dengan tugas dan kewenangan;

b. pemberian dalam bentuk uang;

c. pemberian yang nilai materinya di bawah
standar nilai yang ditetapkan oleh Kement-
erian; dan/atau

d. pemberian yang berwujud makanan dan
minuman.

Prosedur Tindak Lanjut Atas Pelaporan Gratifikasi |
Yang Diterima UPG Kementerian '

Seluruh laporan Gratifikasi yang diterima oleh
UPG Kementerian akan dipilah dan diseleksi un-
tuk menentukan laporan tersebut cukup ditindak-
lanjuti oleh UPG Kementerian atau harus ditinda-
klanjuti oleh KPK.

Prosedur tindak lanjut atas pelaporan gratifi-

_kasi yang diterima UPG Kementerian adalah seb-

agai berikut:
1. Penanganan Laporan Dugaan Gratifikasi yang

Diterima UPG Kementerian dari Pelapor:

a. Pelapor mengisi formulir gratifikasi dan dis-
ampaikan kepada UPG Kementerian;

b. UPG Kementerian menerima fermulir Grati- |
fikasi dan memasukkan (meng-input) data
yang tercantum pada formulir Gratifikasi
tersebut ke dalam register Gratifikasi yang
berisi, antara lain:

1) nomor laporan;

2) tanggal laporan;

3} data pelapor (nama, alamat, unit kerja
dan Atasan Langsung);

4) nama pihak/lembaga pamberi;

5) jenis dan bentuk gratifikasi; dan

6} nilai/perkiraan nilai gratifikasi.

c. UPG Kementerian memastikan kelengka- |
pan data dalam formulir Gratifikasi dan
memverifikasinya;

d. Terhadap setiap laporan Gratifikasi dilaku-
kan reviu awal oleh UPG Kementerian den-
gan menggunakan lembar checklist review
Gratifikasi.

e. Berdasarkan hasil reviu tersebut, UPG Ke-
menterian akan memberikan rekomendasi
penanganan tindak lanjut laporan gratifika-
si oleh UPG Kementerian atau diteruskan
ke KPK. '

f. Tindak lanjut penanganan Laporan Gratifi-
kasi yang ditangani KPK:
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1) apabila hasil rekomendasi UPG Kemen-
terian menyatakan penanganan tindak

lanjut laporan Gratifikasi diteruskan ke

KPK, UPG Kementerian wajib menyam-
paikan laporan dimaksud kepada KPK

pada hari ke-1 {pertama) setiap minggu

{untuk laporan yang diterima satu min-

ggu sebelumnya), dilengkapi dengan:

a) formulir Gratifikasi;

b} lembar checklist review Gatifikasi;
2) jika KPK menyatakan laporan Gratifikasi

yang diterima sudah lengkap dan benar,

maka KPK akan memproses sesuai den-

gan prosedur yang bherlaku untuk mene-
tapkan status atas Benda Gratifikasi di-
maksud;

3) berdasarkan verifikasi dan pemeriksaan

yahg dilakukan atas laporan Gratifikasi

tersebut, maka KPK akan menerbitkan
penetapan status atas Benda Gratifikasi
dalam suatu surat keputusan yang di-
tandatangani oleh Pimpinan KPK, dan
diserahkan kepada pelapor dan/atau pe-
nerima melalui UPG Kementerian;

4) dalam hal Pimpinan KPK menetapkan

Benda Gratifikasi tersebut menjadi mi- |
lik negara, maka wajib diserahkan oleh |
Pelapor dan/atau penerima gratifikasi |
kepada KPK melalui UPG Kementerian .

untuk kemudian diserahkan kepada Ke-

menterian Keuangan dengan mematuhi |

prosedur yang berlaku; dan
_ B) dalam hal Pimpinan KPK menetapkan
Benda Gratifikasi tersebut menjadi milik

pelapor dan/atau penerima, maka ter-
hitung sejak tanggal surat keputusan |
tersebut, Pelapor dan/atau Penerima |
mempunyai hak milik atas benda gratifi-

kasi dengan sah secara hukum.

g. Tindak lanjut penanganan Laporan Gratifi- |

kasi yang Ditangani UPG Kementerian:
1) Apabila hasil rekomendasi UPG Kemen-

terian menyatakan penanganan tindak |

lanjut laporan Gratifikasi dilakukan oleh

Kementerian, UPG Kementerian akan |
melakukan analisis terhadap penentu- .

an pemanfaatan berdasarkan Laporan
Gratifikasi tersebut;

2} Ketua UPG Kementerian akan mem-
pertimbangkan hasil analisis tersebut
untuk menentukan kepemilikan atas
Benda Gratifikasi;

3) UPG Kementerian menyampaikan kepu-
tusan penentuan pemanfaatan kepada
pelapor dan/atau penerima dan me-

monitor tindak lanjut penyerahan Benda |

Gratifikasi yang ditentukan menjadi mi-
"lik Kementerian, jika diperlukan;

4) UPG Kementerian mengisi Lembar
Rekapitulasi Penanganan dan Tindak
Lanjut Pelaporan Gratifikasi dan waijib
diserahkan kepada KPK pada hari kerja
ke-1 (pertama) setiap 2 (dua) minggu
{untuk laporan yang diterima pada dua
minggu sebelumnya) disertai dengan:
a) formulir gratifikasi;

b) lembar checklist review gatifikasi;
dan

¢) lembar checklist Analisis Pelaporan
dan Penentuan Pemanfaatan Peneri-
maan Gratifikasi.

B) KPK menerima dan memproses laporan
tersebut sesuai dengan prosedur yang
berlaku.

2. Penanganan Laporan Dugaan Gratifkasi yang

Diterima UPG Kementerian dari whistle blow-
ing system, instansi yang berwenang dan/
atau masyarakat.
Selain dari pelapor sendiri, UPG Kementerian
dapat menerima laporan dari whistle blowing
system, instansi yang berwenang dan/atau
masyarakat mengenai dugaan telah dilaku-
kannya praktik Gratifikasi oleh Aparatur Ke-
menterian.

Tindak lanjut penanganan laporan dugaan

Gratifikasi yang diterima dari whistle blowing

system, instansi yang berwenang dan/atau

masyarakat, adalah sebagai berikut :

a. Tindak lanjut penanganan laporan dugaan
Gratifikasi yang diterima UPG Kementerian
dari whistle blowing system:

1) Aparatur Kementerian, Mitra Kerja, atau
Pihak Ketiga yang mengetahui adanya
pelanggaran terhadap ketentuan pedo-
man ini agar segera melaporkan pelang-
garan dimaksud melalui whistle blowing
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system yang ada di lingkungan Kemen-

terian. Setiap pelaporan tersebut akan |

dijaga kerahasiaannya;

Setiap laporan dugaan telah dilakukan- |

nya praktik Gratifikasi yang dilakukan

oleh Aparatur Kementerian yang telah |

diproses dan dianalisis melalui whistle
blowing system dilengkapi dengan do-
kumen-dokumen terkait/relevan untuk

kemudian disampaikan kepada UPG Ke-

menterian.

Dokumen-dokumen terkait/relevan di-

maksud antara lain dapat berupa:

a) foto/dokumentasi Benda Gratifikasi;

b) daftar pemberi Gratifikasi;

c) dokumen lainnya yang dipandang
perlu sesuai dengan kondisi praktik
Gratifikasi yang dilakukan.

UPG Kementerian mencatat laporan
tersebut ke dalam formulir Gratifikasi
dan memasukkan {meng-input) data
vang tercantum pada formulir Gratifika-
si tersebut ke dalam register Gratifikasi
yang berisi, antara lain:

a. nomor laporan;

b. tanggal laporan;

c. data pelapor {nama, alamat, Lang-

sung);

. unit kerja dan Atasan;

. hama pihak/lembaga pemberi;

jenis dan bentuk gratifikasi;

o ™ o

. nilai/perkiraan nilai gratifikasi.

UPG Kementerian memastikan keleng-
kapan data dalam formulir Gratifikasi
dan memverifikasinya. Apabila data
yang diperlukan belum lengkap, UPG
Kementerian dapat melakukan klarifi-
kasi kepada Pelapor;
UPG Kementerian
pemeriksaan atas laporan yang telah
lengkap dengan menggunakan checklist
review Gratifikasi, dan berdasarkan ha-

akan melakukan

sil pemeriksaan tersebut UPG Kement-
erian mengkaji apakah laporan dugaan
tersebut perlu untuk ditindaklanjuti oleh

KPK atau cukup ditindaklanjuti oleh
UPG Kementerian, dengan menggunak-
an mekanisme tindak lanjut penanga-
nan laporan Gratifikasi;

6) Dalam hal laporan tersebut perlu un-
tuk ditindaklanjuti oleh KPK, maka me-
kanisme selanjutnya adalah ses_uéi den-
gan ketentuan Bab IV huruf C angka 1
huruf f;

7) Dalam hal laporan tersebut cukup ditin-
daklanjuti oleh UPG Kementerian, maka |
mekanisme selanjutnya adalah sesuai
dengan ketentuan Bab IV huruf C angka
1 huruf g.

. Penanganan laporan dugaan Gratifkasi

yang diterima UPG Kementerian dari in-

stansi yang berwenang dan/atau masyara-

kat:

1) Pelapor membuat laporan mengenai tin-
dakan Gratifikasi yang diduga dilakukan
oleh Aparatur Kementerian dan meleng-
kapinya dengan dokumen-dokumen ter-
kait/relevan untuk kemudian disampai-
kan kepada UPG Kementerian.
Dokumen-dokumen terkait/relevan di-
maksud antara lain dapat berupa:

a) foto/dokumentasi Benda Gratifikasi;

b) daftar pemberi Gratifikasi; dan

c) dokumen lainnya yéng dipandang
periu sesuai dengan kondisi praktik
Gratifikasi yang dilakukan.

2) UPG Kementerian menerima laporan |
gratifikasi dan meng-input data yang -
tercantum pada laporan tersebut ke
dalam Register Gratifikasi yang berisi,
aniara lain:

a) nomor laporan;

b) tanggal laporan;

c) data pelapor (nama, alamat, unit ker- |
ja dan Atasan Langsung);

d) nama pihak/lembaga pemberi;

e} jenis dan bentuk gratifikasi;

f} nitai/perkiraan nilai gratifikasi. .

3) UPG Kementerian memastikan keleng- |
kapan data yang tercantum dalam lapo- |
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ran Gratifikasi dan memverifikasinya.
Dalam hal diperlukan, UPG Kementerian
dapat: meminta pelapor untuk meleng- ;

kapi dokumentasi jika menurut UPG Ke-
menterian masih terdapat kekurangan
dan diperlukan informasi tambahan;

4) UPG Kementerian akan melakukan
pemeriksaan atas laporan yang telah

lengkap dengan menggunakan checklist |
review gratifikasi, dan berdasarkan hasil |

pemeriksaan tersebut UPG Kementerian
akan mengkaji apakah laporan dugaan
" tersebut perlu untuk ditindaklanjuti oleh
KPK atau cukup ditindaklanjuti oleh
UPG Kementerian, dengan menggu-
nakan mekanisme tindak lanjut penan-
ganan laporan Gratifikasi sebagaimana
diatur dalam Bab IV huruf B di atas;

5) Dalam hal laporan tersebut perlu un- |

tuk ditindaklanjuti oleh KPK, maka me-
kanisme selanjutnya adalah sesuai den-
gan ketentuan Bab IV huruf C angka 1
huruf f;

6) Dalam hal laporan tersebut cukup ditin-
daklanjuti oleh UPG Kementerian, maka
mekanisme selanjutnya adalah sesuai
dengan ketentuan Bab IV huruf C angka
1 huruf g.

3. Penanganan Setelah Keluarnya Keputusan Pe-
runtukan Benda Gratifikasi dari KPK
a. Peruntukan Benda Gratifikasi Menjadi Milik
Negara Setelah menerima surat keputusan, |
UPG Kementerian akan melakukan tindak

lanjut sebagai berikut:
1) memberitahukan kepada penerima

(dalam hal ini baik Pelapor maupun Ter- |
lapor) melalui surat atau memo yang |
menyampaikan bahwa Pimpinar; KPK
sudah menerbitkan keputusan terkait |

dengan laporan Gratifikasi yang ber-
sangkutan dan meminta kepada Pelapor
dan/atau Penerima untuk menyerahkan
Benda Gratifikasi kepada UPG Kement-
erian, disertai dengan dokumen- doku-
men pendukungnya;

2} UPG Kementerian menerima Benda
Gratifikasi lengkap dengan dokumen-
dokumen' . pendukungnya, dan atas
penyerahan tersebut, penerima akan
diberikan tanda terima oleh UPG Ke-
menterian sebagaimana Formutir 7;

3) UPG Kementerian menyerahkan Benda
Gratifikasi kepada KPK dengan mem-
buat surat penyerahan Benda Gratifi-
kasi tersebut besera dokumen-dokumen
pendukungnya;

4) apabila Benda Gratifikasi tersebut
berupa uang tunai, maka pelapor men-
transfer uang tersebut kepada bank |
penerima yang ditunjqk cleh KPK dan
bukti transfer diserahkan kepada UPG
Kementerian untuk diserahkan kepada
KPK;

5) UPG Kementerian menyimpan semua
dokumentasi yang terkait hal tersebut
di atas.

. Peruntukan Benda Gratifikasi Menjadi Milik

Kementerian Setelah menerima surat kepu-
tusan, UPG Kementerian akan melakukan
tindak lanjut sebagai berikut:

1} memberitahukan kepada penerima
{dalam hal ini baik Pelapor maupun Ter-
lapor) melalui surat atau memag yang
menyampaikan bahwa pimpinan KPK
sudah menerbitkan keputusan terkait
dengan laporan Gratifikasi yang ber-
sangkutan dan meminta kepada Pelapor
dan/atau Penerima untuk menyerahkan
Benda Gratifikasi kepada UPG Kemen-
terian, disertai dengan dokumendoku-
men pendukungnya;

2) UPG Kementerian menerima Benda
Gratifikasi lengkap dengan dokumen-
dokumen pendukungnya, dan atas
penyerahan tersébut, Penerima akan
diberikan tanda terima oleh UPG Ke-
menterian yang ditandatangani oleh Pe-
nerima atau pihak yang menyerahkan
dan -pihak UPG Kementerian; ’

3) UPG Kementerian mencatat penerimaan
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Benda Gratifikasi dan dokumen-doku-
men pendukungnya yang menjadi milik
Kementerian dalam suatu Buku Regis-
ter Penerimaan Benda Gratifikasi yang
menjadi milik Kementerian;

4) UPG Kementerian memutuskan penyal-
uran Benda Gratifikasi untuk operasion-
al Kementerian, Perpustakaan Kement-
erian, display Kementerian, atau badan
sosial;

5} UPG Kementerian mencatat dan meny-
impan semua dokumentasi yang terkait
peruntukan dan penyaluran tersebut;

6) UPG Kementerian membuat laperan ke-

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

SOSIALISASI DAN MONITORING

Untuk memastikan bahwa pedoman ini diket-

ahui oleh seluruh Aparatur Kementerian, mitra kerja,
dan pihak ketiga, maka ditugaskan kepada UPG Ke-
menterian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.

pada KPK secara berkala mengenai pe- |

runtukan dan penyaluran Benda Grati- :

fikasi yang diputuskan menjadi milik
Kementerian.

. Peruntukan Benda Gratifikasi Menjadi Milik

Penerima
1) memberitahukan  kepada
(dalam hal ini baik Pelapor maupun Ter-

penerima

lapor) melalui surat atau memo "yang
menyampaikan bahwa pimpinan KPK

sudah menerbitkan kepuiusan bahwa

Benda Gratifikasi yang dilaporkan men-
jadi milik Penerima;

2} UPG Kementerian akan membuat tanda
terima dengan merujuk pada surat kepu-
tusan Pimpinan KPK yang ditandatan-
gani oleh Penerima atau pihak yang me-
nyerahkan dan pihak UPG Kementerian;

3) tanda terima asli waijib disimpan oleh
UPG Kementerian;

4} UPG Kementerian wajib mencatat dan
menyimpan seluruh dokumentasi ter-
kait dengan peruntukan dan penyaluran
Benda Gratifikasi tersebut;

5) UPG Kementerian membuat laporan ke-

pada KPK secara berkala mengenai pe-

runtukan dan penyaluran Benda Grati-
fikasi yang diputuskan menjadi milik
penerima.

BAB V

Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan
hadiah/cinderamata dan hiburan pada setiap pen-
gumuman dalam proses pengadaan barang/jasa
dan unit kerja yang memberikan pelayanan pub- |
lik, dengan merujuk pada pedoman ini;
Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Jenderal c.q.
Pusat Data dan Informasi ditugaskan untuk se- |
cara terus menerus memberikan informasi ke-
pada seluruh Aparatur Kementerian, mitra kerja, |
pihak ketiga, dan pihak-pihak lainnya mengenai
diberlakukannya pedoman ini di lingkungan Ke- |
menterian;

Kepala Unit Kerja dan Tunas Integritas ditugas-
kan untuk menyampaikan Pedoman ini kepada :
seluruh pihak di lingkungan unit kerjanya masing-
masing, dalam hal ini termasuk para pemangku
kepentingan di wilayah kerjanya;

memberikan informasi yang jelas kepada pihak
manapun yang berkeinginan mengetahui isi pedo- i
man ini;

Inspektur Jenderal berkewajiban memonitor
penerapan pedoman ini dan memberikan laporan
secara berkala setiap 6 {enam) bulan sekali kepa- |
da Menteri mengenai implementasinya termasuk
taporan-laporan yang telah diterima terkait den-
gan Gratifikasi.
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